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RINGKASAN

Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian merupakan
suatu kegiatan yang memerlukan perhatian dari semua pihak secara baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kota Yogyakarta, setelah
berlakunya Perda Nomor & Tahun 1994 serta untuk mengetahui sanksi
hukumn yang dapat dijatuhkan terhadap perubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian yang tidak berizin. Dengan demikian akan
diparoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan serta dapat
memberikan masukan berkaitan izin perubahan penggunaan tanah pertanian
ke non pertanian kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Permasalahan yang diteliti menyangkut dua hal yaitu mengenai
bagaimanakan pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non
pertanian di Kota Yogyakarta setelah berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 1994
serta sanksi hukum apa yang dapat dijatubhkan terhadap perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak berizin.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data
yang diperoleh dari penelitian yaitu dengan mengadakan wawancara secara
langsung dengan responden maupun data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait
dengan masalah yang diteliti Data tersebut diperoleh dari Kantor Bappeda
Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Statistik Kota
Yogyakarta

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan
perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kota Yogyakarta
setelah berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 1994 tetap dapat dilaksanakan,
tetapi dengan pertimbangan bahwa jika perubahan tersebut dapat memberi
nilai yang lebih yang akan dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu sanksi
hukum yang dapat dijatuhkan terhadap perubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian yang tidak berizin adalah akan dikenai sanksi
dengan ancaman hukuman kurungan.

Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah - sanksi hukum
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DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penggunaan Lahan Di Kota Yogyakarta



BAB I

PENDAHULUAN

Tanah merupekan salah sstu faktor prwu‘r’a yang penting delem
setiap kegiatan pembangunan disamping modal, tenaga kerja dan reknologl.
Oleh sebab #u (anah sebogal selah satu sumber days memeriukan
pengelolaan yang sebaik-balknya demi kemakmuran manusia secara
keseturuhan,

Indonesia sehagai salah satu negara agraris, maka kehidupan sébagian-
besar rakyatnya masih bergantung gdi sektor pertanian. Dengan demikian
fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya sangat berperan penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat Indonesia.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat Indonesia, maka
Negara berusaha mengatur pemilikan dan penguasaan bumi, air dan
Kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) mengenai hal menguasai negara.

Upaya untuk mengatur dan  menyelenggarakan  peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa,
Permerintah menyelenggarakan dalam salsh satu rangkaian kegiatan yang
disebut penatagunaan tanatt.

Selanjutnya mengingat ketentuan Pasal 2 (2) UUPA tersebut di atas,

[P P oo § e g e . -~ 2y n . xd g i g . 1=
maka dalam Passl 14 UUPA disebultkan bahwa: Pemerintah dalam rangka
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sopsiglisme  Indonesia, membuat suatu rercand  yang umum  mengenai
rersediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, 8ir dan ruang sngkass serla
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara,
keperiuan peribadatan dan keperiuan-keperiuan lain,

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayet 1 pasal inl dan
mengingatl  perstursn-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah  Doerah
mengatur persedigan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang
angkasa untuk dasrahnya, sesual deﬁgaﬁ keadasan daerah Mmasingmasing.

Peraturan Pemerintah Daersh yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ind
berigriy seteish mendapat pengesahan, mengenal Daerah Tingkat I dan
Fresiden, Daerah Tingkat 1T dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan,
datt  Daerah  Tingkat 111 dari  BupatiyWalikola/Kepala Daerah  yang
versangkutan. |

Berdasarkan ketentuan pasal 14 UUPA tersebut diatas maka dapat
diketahui  adanya perencanaan  untuk  persediaan, peruntukan  dan
penggunaan dari bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan
fidup rakyat dan negara.

Selanjutnya Pasal 15 UUPA menyebutkan bahwa memelihara tanah,
temnasuk menambah kesuburannya serta mencegall kKerusakannva adalah
kowajiban setiap orang atau badan hukum.

Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan
anah dan lokast tanah. Untuk kegiatan di bidang peranian, penggunaan

tanag sangat bergantung pada kepad kemampuan tanah, dan pada umumnya
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menggunakan tanah yang subur, Berkaitan dengan hat tersebut Menten
Dalam Negeri mengeluarkan Sural Edaran No. 590/11108/S3 tanggal 24
Ckiober 1984 tentang Perubahan Tanah Perfanian Ko Non Pertanian.

Seperti halnya yang terjadi di kota Yogyakarte akhir-akbir ini, banyak
kegiatan pembangunan yang menggunaken lahen pertanian yang subur,
sehingga terjadi peningkatan perubahan penggunasnh tenah  perianisn
renjadi tanah pernukiman atau non pertanian. Oleh karenanya dalam setiap
peiaksanaan  pembangunan, harus  memperhatikan  beberapa  aspel
diantaranye aspek Rencana tmﬁam Tata Ruang Wilavah Kota Yogyakara.
fencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK) menunit Pasal 22
Leserta penjelasannys dalam Undaqg—Undazmg;- Nonor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang merupakan kebijeksansan yang menetapkan lokasi dari
rawasan yangh harus dilindungl dan dibudiclayakan serta wilayah yang akan
ciprivritaskan pengembangannya dalam jangka waklu perencanaan. Dengan
glemikian RUTRWK merupakan penjabaran dart RUTW Provinsi dan RUTWK in
fengatur mengenai pengelolaan kawasan lndung dan kawasan budi daya,
xawasan perdesaan, Kawasan perkotaan, kawasan tertentu.

Oleh karena it RUTRW Kota Yogyakaite sebagaimana teiah distur
datam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahunt 1994 tentang
Rencana Umum Ta@ Ruang Kota Yogyskarta sangat diperlukan untuk
menetapkan tokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang kota
termasuk dalam hal adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non
pertanian bagi kegiatan pembangunan di Kot Yagya-kafta,
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Penglitian  vang mamfocuskan pads  peleksenaan  perubahan
penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian inl setelah berlakunya
Porda Kota Nomor 6 Tahun 1994 di kota Yogyakarta dalam konteks Provinsi
Oaersh Istimews Yogyakarta inf karena wilsyah Ini mengalami perkembangan
sangat pesat dibanding kabupaten yang lain yang ada di DIY, Hal ini nampak
gari semakin banyak anggols masyarakal 4di Kotd Yogyakaris yang
mengajukan izin perubahan penggunaar tanah pertanian ke non perianian
bagi berbagai kegiatan pembangunan akhir-akhir ini.

Adanya penelition yang berkaitan dengan perubashan penggunaan
tanah pertanian ke non pertanian setelah berlakunya Perds Kota Nomor 6
Yahun 1994 di kota Yogyakarta dapat dixetahui effektifitas dari Peraturan
Daerah yany mengatur rencana umum ata ruang wilayah kota Yogyskarta
dengan peningkatan adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertamian bagi berbaga kegiatan pembangunan,



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

4. Perubahan Penggunaan Tanah

Di dalam Pasai 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
disebutkan bahwa: Hak menguasal dan negaia ini memberikan wewenang
untug:

i. Mengatur dan menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemetiharaan bumi, &ir, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum artara orang-
| orang dengan b, air dan ruang angkasa,
3. Menentukan dan mengatur hubungan-huburgan hukurn antara orang-
grang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkassa;

Sefanjutnya Pasal 14 UUPA menyebutkan bahwe:

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasal 9 ayat

2 serta Pasal 10 ayat | dan 2, Pemerintah dalam rangka sosialismie

Indonesia, membuat suatu rencana yang umum mengenai persediaan,

peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkass serts

kekeyaan alarn yang terkandung di dalamnya:

a) uUntuk keperluan negara;

b) Untuk keperluan peribadatan dan keperuan-keperluan tempat suc
{ainnya, sesuai dengan dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa;

¢) Untuk keperuan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosiai,
kebudayaan, dan lain-ain kesejahteraan;

d) untuk  keperluan  memperkembangkan  produksi  pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;

e) untuk keperuan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan

. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan

it

[

mengingat peraturan-peraturan  yeng  bersangkutan, Pemerintah

Daerah moengatur persedizan, peruntukan dan penggunaan bumi, gir



serta ruang angkasa untuk daerahinyea, sesual deagan Keadaan Gaera}f‘r
masing-masing.
Faraturan Pemerintah Daersh yang dimaksud daiam ayat 2 pasal ini berlaku
satelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah 'l'%ngkat 1 dari Presiden,
Daerah Tingkat I dard Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, dan
Deerah Tingkat T dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Salah satu penyebab beralihnya fungsi tanah pertanian menjadi tanah
non pertanian karena semakin meningkatiya jumiah penduduk sehingga hal
tersebut akan membawa dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan
suaty daergh, khususnys daersh perkotaan. Hal ivf berkaltan dengan jumlah
uas tanah pertanian sebagai sumber produksi pangan dan tempat segala
aktivitas manusia baik di bidang pertanian maupun non pertanian yang relatif
tetap, sehingga timbul pemikiran untuk mengguﬂakah tanah sevara
perencana yang dikenal dengan istiiah Penatagunaan Tanah.

Titik berat penggunaan tanah di daerah perkotaan berbeda dengan
riaerat pedesaan. Tanah di daerah pedesaan ditekankan pada pernbangunan
untuk usaha di bidang pertanian, sedangkan tanah di daerah perkotaan
a—iitiﬁkt:eraﬁiaﬁ untuk usaha non pertanian Johara 1. Jayadinata, 1986: 20).

Olet sebab itu ada perbedaan mengenai antara asas penatagunaan
tanah di daerah pedesaan dengan wilayah di dacrah perkotaan. Asas
penatagunaan tanah untuk daerah pedesaan adalah LOSS yang berarti:

1. Asas Lestari; maksudnya bahwa penggunaan tanah harus dapat

bermanfaat pula untuk masa yang akan datang.
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Asas Optimal; maksudnya bahwa penggunaan tanah harus dapat
menghasilikan yang optimal.

Asas Serast dan Seimbang; maksudnya bahwa penggunaan tansh
harus sedem%k%&rs rupa sehinggs semus kegiatan dapst terleksanadi
atas tanah tersebut;

Sedangkan penggunaan asas penatagunaan tanah di daerah perkotaan

adalah asas ATLAS yang berarti:

1.

NG

(W

Asas Aman; 'maksuc%nya bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus
dapat mencegah terjadinya berbagal bahays seperti banjir, kebakaran
dan bencana lain.

Asas Tertib; maksudnya bahwa berbagai kegiatan pembangunan dapat
mewujudkan ketertiban di berbagai bidang sejerti tertib lalu lintias
sehingga dapat menumbuhkan rasa aman bagi para penduduk kota.
Asas Lancar; maksudna bahwa dapat memberikan jaminan kelancaran
bagi para penduduk kota dalam berbagai bidang kehidupan sepetti
fancar dalam pengurusan berbagai izin, transportasi maupun informast
Asas Sehat; maksudnya bahwa dapat menciptakan peningkatan di
bicdang kesehatan, baik sehal jasmani maupun rohadi (Badan
Pertanahan Nasional, 1993: 10).

Perbedaan asas penatagunaan tanah sebagaimana tersebut di atas

menimbulkan adanya perbedaan jenis tanah, yatiu tanah pertanian dan tanah

non pertanian.
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Pengertian tanah pertanian dalam artd luas adalah bidang pertanian
yang mencakup pula pengelolaan hewan ternak dan ikan, sedangkan arli
sempit hanya berwujud pengeloaan tanaman yang berarti usaha menyadap
energ! matahari melalsi  jass  tanaman  menghasitkan  produk  untuk
dimanfaatkan lebin lanjut oleh manusia. Perhationnya menyeluruh terhadap
budi dayanya maupun pelaku-pelakunya {(Petani, peternak, pekebun dan
nielayan) {(Sjamsoeoed Sadjad, 1993:207).

Tanal: Pertanian menurut Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Ctonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra/9/1/2/1961 (Lampiran D)
saalah semua tansh perkebunan, tambak untuk perikanan, ftanah
penggembalaan ternak, tanah belukar, bekas ladang hutan, yang mergadi
tempat mata pencaharian yang berhak.

Tanah pettanian dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Tanah Sawah; yaitu sawah yang beririgasi maupun Sawah tada_h
hjan;

2. Tanah Kering; yaitu bukan sawah tetapi temasuk juga empang /
tambak untuk perikanan namun pada hakekatnya tidak kering (John
Salindeho, 1987: 235).

Pembagian jenis-ienis §anah tersebut dimaksudkan agar tanah benar-
benar dimanfaatkan sec;p)timait mungkin sesuail dengan peruntukan dan sifat
tanah tersebut sehingga penggunaannya dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Untuk mewujuckan hal tersebut maka diperiukan fangksh-langkah
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Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat.
Maksudnya setiap ada kegiatan yang moemeriukan tanah maka diperukan
data kemampuan fisik agar kegiatan tersehut sesual dengan kondisi tanah
dan prioritas penggunaannya. Untuk menghindan penggunaan yang salsh
femapt maka dalam setisp rencird  penggunaannya periy juga

pertimbangan faktor ekonomi,

. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah vang salah urus.

Maksudnya para pihak (pemerintah, swasta, parocrangan) harus tetap
melaksanakan kewajiban memelihare tanah yang dikuasainya. Hal ind
untuk mencegah menurunnya Kualitas sumber dayi tanah yang akhimya
menimbutkan kerusakan tanat,

Mengusahakan adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan
masyarakat akan tanah., Maksudnya pengendalian tersebut penting untuk.
menghindari konflik kepentingan dalam  penggunaan tanah. Dengan
demikian kalau ada dua kegiatan yang memetlukan tanah di fokasi yang
sama, maka kegiatan yang masuk dalam daftar skala prioritas harus

idahulukan.

. Mengusahakan adanya jaminan kepastian hukum  bagi  hak-hak

masyarakat. Maksudnya agar dapat memberikan perindungan bagi warga
masyarakal yang tanahnya diambil untuk kepentingan proyek
pernbangunan. Hal ini untuk menghindart adanya anggapan bahwa
pembangunan dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan rakyat

{Soedikno Mertokusumo, 1988: 65)
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Menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 4 Th 1892 Tentang Perumaban
dan Pemukiman disebutkan bahwe pemonuhan kebutuhan permukiman
diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skals besar yang
ferencana secara menyeluruh dan terxxklu dengap pelaksanasn yang
bertahap. Pembangunan kawasan permukiman ini ditujukan untuk
1} menciptakan kawasan permukimon yong tersusun alas satuan-satuan

Hingkungan permukiman ;
2} mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan
perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.

Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling
difubungkan oleh jaringan transportast sesuai dengan kebutuhan dengan
Kawasan @in yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.
tal ini dilaksanakan sesual rencana tata ruang wilayah perkotaan dan
rencana @ia ruang wilayah bukan perkotaan.

Untuk mewujudkan kawasan permukiman, pemetintah daecah
menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut
rapcana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan
perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebaga: Kawasan siap bangun.
Persyaratan dimaksud sekurang-Kurangnya meliputi panyediaan:

i) rencana tata ruang yang rind ;
2} data mengenal luas, batas, dan pemilikan tanah |

3} Jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.



(oA
b,

Prograim pembangunan daerah dan program pembangunan Ssekior
mengenal prasarana, sarana lngkungon, dan uifites umum sebagian
diarabkan untuk mendukung terwujudnya kawasan siap bangun. (Pasal i‘) uu
No.4 Th 1932). ,

Selanjutnya di wila?a’h yang ditetapkan sebagai kawasan slap bangun,
pemerintah memberikan  penyuluhan  dan bimbingan, bantuan  dan
kKernudahan kepada masyarakat pemilik tanah sehing;-géz- bersedia dan mampu
melakuRan kc;ﬂss%%das{ tanah dalam rangka penyedisan Kaveling tanah
matang. Pelepasan hak atas tenah di wilayah yang ditetapkan sebagai
kawasan siap bangun hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemilik tanah yang persangkutan. Sedangkan pelepasan hak atas tanah di
lingkungan siap 5angun yang berdiri sendiri yang tukan hasil konsofidasi
tanah oleh masyarakat pemilik tanah, hanya dapat dilakukan berdasarkan

kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah,

Di dalam membangun lingkungan siap bangun, menurut ketentuan
Pasal 24 UU No.4 Th 1992 suatu badan usaha di bidang pembangunan

perumahan wajib:

1y mefakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan
penguasaan tanah, dan penataan pemilikan t@nah dalam rangka
ﬁenyegliaan kaveling tanah matang ;

2) membangun jaringan prasarana  lingkungan mendahului  kegiatan
membangun rumah, memelihara dan mengelolanya sampal dengan

pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah deerah ;
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. 3} mengkoordinasikan penvelenggaraan persediaan utilitas urmurm |

1) membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan

| hak atas tanah di dalam alau sekitarnya dalam melakukan konsolidasi
tanah ; |

5}y melakukan penghijauan lingkungan;

&) menyediakan tanah untuk sarana lingkungan ;

7} membangun rumah.

Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat
pemilik tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan
| | pada Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap vang meliputi kegiatarn-
| - kegiatan;

1} pematangan tanah ;

£} penataan, penggunaan, penguasaan darn pemiikan tanah
3) penyediaan prasarana lingkungan ;

43 penghijauan lingkungan ;

7} pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.

Berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut, perlu pula diperhatikan
iEngenat Catur Tertb Pertanahan sebagaimana yang diatur dala Keputusan
Presiden Nomor 7 Tahun 1979, di mana (Catur Tertib Pertanahan tersebut
miehiputi:

1. Tertib hukum pertanahan;



Maksudnya babwa diperlukan adanya kepastian hukum terhadap
pemilikan dan penguassan tenah oleh seseorang atau suatu badan
hulum,

2. Tertb administrasi perianahan;
Ma-ksudnya- bahwa seliap bidang tanah harus tersedia riwayat
mengenat ukuran bidang tanah, pemilikan daﬁl penguasaan {anah dan

kepastian hukumnya.

R

Tertib penggunaan Banah;

Maksudnya agar tanah benar-benar dipergungkan sesual denganf

pemberian dan peruntukan sehingga dapat menghindarkan terjadinys
penggunaan tanah yang menyimpang.

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup;

:‘:.L

Maksudnya bahwa hal inl untuk menghindart timbulnya kerusakan
o tanah serta mengusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi
| dan seimb_ang-.

Untuk melakukan perubahan penggunaan: tanah pertanian ke non
pertanian diperiukan pertimbangan aspek penatagunaan tanah. Awainya
gspek penatagunaat tanah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
{PMDN) Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tansh yang
kemudian dicabut dan diganti dengan PMDN Nomor 6 Tahun 1986 tentang
Pancabutan PMDRN Nomor 3 Tatwiy 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

Pencabutan tersebut merupakan penyederhansan dalam pemberan

porbmbangan aspek penatagunaan tanah oleh Panids Pomeriksaan enah
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yang semula merupakan risalah tersendini kernudian dijadikan satu dengan
pertimbangan aspek yang lein yaitu hak atas tanah, aspek landreform dan
aspek jaminan kepastian hukum. |

Peningkatan penggunaan enah  pertanian gﬁtﬂk kegiatan non
pertanian seperti untuk industri dan pemukiman tentu akan menimbulkan
mepgurangan iahan pertanian yang pada akhimya juge akan mempengaruhi
tingkat produksi pangan kKhususnya beras. Hal ini mengingat kebutuhan tanah
bagi kebutuhan pembangunan, sedangken lahan yang tersediz sangst
terbatas terlebih di dasrah yang mengalami perkambangan pernbangunan

Perupahan penggunaan tanah peranian k& non  pertanian padé
daﬁamya’ dimungkinkan, asaikan' kegiaten perubahan penggunaan tanah
tersebut menyebabkan nilai lebin pada penggunaan tanah berikutnya seria
dapal meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaia keseluruhan. Hal ini
dimaksudkan untuk méencegah perubahian penggunaan tanah pertanian ke
fon  pertanian  yang tidak terkendali dan dapat disalahgunakan bagi
sexelompok orang tertentu sehingga dapat mengganggu usaha Pemerintah
untuk meningkatkan produksi panQan.

untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka Pemerintah dalarm hat
ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Normor 590/110/S) Tahun 1984. tentang Perubahan tanah pertanian ke non

pertanian. Di dalam Surat Edaran yang ditujukan pada para Gubernur di



seiuruh Indonesia tersebut berist tugas vang harus dilaksanakan olehy setiap

Gubemur.

Untuk selanjutnya Gubernur menginstruksikan pada para Bupati /

Walikots untuk membentuk Panitiz Pertimbangan Perubahan Penggunasan
Tanah Pertanian Ke Non Pertanian di wilayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk
membantu Bupati / Walikota dalam menyelesaikan permohonan Izin
perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Untuk mencegah peningkatan perubahan penggunaan tanah .perf:amaﬂ
ke non pertanian, maka Pemerintah melakukan upaya pencegahan melalud
mexkanisme perizinan yaity dengan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
rertanian Ke Non Pertanian. Kegiatan perizinan perubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian ini didasarkan pada Instruksi Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nastonal (MNA / KBPN) Nomar 3 Tahun
1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di
Bidang Pertanahan, di mana Instruksi tersebut memuat persyaratan untuk
memperoleh IPPT yang harus diserahkan petugas teknis yang menangani
prosas perizinat tersebut,

Izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian ind
vertujuan agar perubahan penggunaan tanaht pertenian Khususnya sawah
benar-benar dapat membawa manfaatl bagl masyarakat sehingga dapat
meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat.

Cleh sebab it Pemerintah dalam hal ini mempunyal wewenang untuk

mengeluarkan IPPT apabila benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat. Dengan demikian suatu IPPT tidak akan dikeluarkan apabila
perubahan penggunaan lanah perfanian ke non perianian tersebul tidak
dapat  meningkatkan kesejabteraan  masyarakat atau  hanya akan
menimbulkan kgmsakan lingkungan.

Pelaksanaan perubahan penggunaar. tanah peranian ke non pertanian
ini harus sesudl dengen rencana pemanfastan ruang sebagaimana diatur
dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah masing-masing dacrah. Hal mi
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yandg menyebutkan bahwa perubahan
fungsl suatu ruang kawasan dan pemanfaatantya  ditetapkan  setelah

berkonsultast dengan Dewan Perwakilan Rakyat,

#. Penataan Ruang

Menurdt ketentuan Pasal 1 sub 3 UU No. 24 Tahun 1992, Penataan
ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan tuang. Sedangkan Rencana tata ruang adalah
hasit perencanaan tata ruang.

Selanjutnya Wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Berkaitan dengan wilayah /
rawasan inl dapat dibedakan menjadt dua yaitu:

1. Kawasan perdessan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama-

pertanian  termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
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fungst kawasan sebagat tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
2. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
| - | bukan pertanian dengan susunan fungst kawasan sebagai  tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan  distribusi  pelayanan  jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan keglatan ekonomi,
Di dalam Pasal 2 UU No. 24 Tehun 1992 disebutkan bahwa Penataan
wiang berasaskam: |
1. pemanfastan ruang bagh semua kepentingan sccara terpadu, berdaya
guna dan berhasi guna, serash, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
2. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukuen.
Selanjutnya Pasal 3 UU No, 24 Tahun 1992 menyebutkan bahwa
Penataan ruang bertujuan:
1. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang
bertandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Naslonal;
2. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan rusng kawasan lindung dan
kawasan budi daya;
‘3. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
a. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan
sejahtera;
b. mewujudkan Kketerpaduan dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber

daya manusia;
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¢. meningkatkan pemanfaatan sur:jber daya alam dan sumber
daya buatan secara berdaya guna, berhasit guna, dan tepat
guna untuk meningkatkan kielitas sumber daya manusia;

d. mewujudkan perfindungan fungs ruang dan mencegah seria

menanggulangt dampak negatlif terhadap lingkungan;

e. mewujudkan Keseimbangan kepentingan Kesejshteraan dan
keamanan.

| Mengenai hak setiap orang dalam penatoon ruang diatur datam Pasat 4

% ayat 1 dan 2 dari UU No. 24 Tahun 1992 yang menyebutkan setiap orang

| | berhak menikmati manfaat termasuk:

“ . 1. pertambahan nilal ruang sebagai akibat penataan ruang.

| | 2. mengetahui rencana tata ruang,

3. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

4. memperoich penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya
sebagat akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya  kewsajiban  setiap orang datam  penataan  ruang
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 1992 adalah setiap
orang berhak untuk:

1. berperan serta dalam memetihara kualitas ruang.

2. mentaati rencana tata ruang yang clah ditetapkan.
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Penataan ruang berdasarkan fungsi u%arﬁa kawasan meliputi kawasan
indung dan kawasan budi daya. Penatean ruang berdasarkan aspek
administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah
Kabupaten / Kota. {Pasal 7 UU No. 24 Th. 1992) Penataan ruang wilayah
Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan é’eaara
terpadu dan tidak dﬁp‘fsa’h—p’isahkan (Pasal 8 UU No. 24 I‘h 1992). Penataan
rUang untuk  kawasan yang meliputi lebth dari satu wilayah Propinsi
dikoordinir penyusunannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat "(1) untuk kemudian dipadukan 'ké délém Re*k.ané Tata Ruang
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Selanjutnya Penataan
ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu witayah Kabupaten/ Kota
dikoordinasikan penyusunannya oleh Gubemnur untuk kemudian dipadukan ke
Jatam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang hersangkutan.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 24 Th 1992 disebutkan bahwa
Penataan ruang wilayah Propinst dan wilayah KabupateryKotz, disamping
meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai
batas tertentu vang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Setanjutnya Pasal 10 UU No. 24 Th 1992 disebutkan bahwa penataan ruang
lautar danh penataan ruang udata di luar sebagaimana dimaksud datam ayat
{1) diatur secara terpusat dengan undang-undang.Penataan ruang kawasan
perdesaan, pe:ﬁataaﬁ ruang Kawasan perkotaan, dan penataan ruang
kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

diselenggarakan sebagai bagian dar penataan ruang wilayah Nasional atau
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wilayah Propinsi atau wilayah Kabupaten/Kota., Penataan ruang Kawasan

perdesaan dan kawasan perkotaan diselenggarakan untuke

1. mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang
optimal, se;’asé, selaras, dan seimbang dolem pengembangan kehidupen
manusia; .

2. meningkatkan fungsl kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan
sceara seroasi, scloras, don scimbong ontarn perkembangan lingkungan
dengan tata kehidupan masyarakat; |

3. mengatur pemanfagtan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat
dan mencegah serta menanggulangt dampak negatif terhadap lingkungan
atam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosiat,

Mengenai penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk:

1. mengembangkan tata ruang Kawasan yang strategls dan diprioritaskan
dalam rangka penataan ruang witayal Nasional atau wilayah Propinsi
atau wilayah Kabupaten/Kota;

2. meningkatkan fungst kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya;

3. mengetur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertzhanan keamanan. (Pasal 10 UU No.24 Th 1992).
Di dalam penielasan tentang atas Undang-Undang No. 24 Tahunni'%z

tentang penataan ruang disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan baik di

tingkat pusat matpun tingkat daerah harus ditakukan dan sesual dengan tata

ruang yang telah ditetapkan. Apabila tidak dilakukan penyusunan rencana

tata ruang yang balk, kemungkinan ketidakseimbangan laju perfumbuhan
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antar daerah dan merosotnya Kualitas Hngkungan bidup akan semakin
meningkat.

Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh
pada daerah lsin yang [ada akhimya akan mempengaruhi sistem ruang
secara keselurﬁhan, perencanaan Rt ruang menunﬁft dikembangkannya
suaty sistem keterpaduan sebagai citi utamanya {Eko Budiharjo, 1997: 45).
Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 24 Th 1992, disebutkan bahwa
Rencana Tata Ruang dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

i. Rencana Tate Ruang wilayah Nasional yang memuat:
a) penetapan kawasan lindung, kawasan budi days, dén kawasan

tertentu yang ditetapkan secara nasional;
b) norma dan kriteria pemanfaatan ruang;
¢) pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang wilayah Nasions! menjadi pedoman untuk:

a) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di- wilayah

nasional;

D)} mewujudkan  keterpaduan, keterkaitan, dan  keseimbangan

perkembangan antara wilayah serta keserasian antar sektor;

¢} pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau

masyarakat;

d) penataan ruang wilayah Pravinsi dan wilayah Kabupaten/Kota.
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Jangka waktu Rencena Tata Ruang wilsyah Nasional adalah 25 tahun,
Rencana Tata Ruang wilayah Nasions! ditelepksn dengan Peraturan
Pemerintah. (PP NO. 47 Th 1997 Tentang Rencanz Umum Tata Ruang
Wilayah Nasional)

Menurut ketentuen Pasal 3 PP NO. 47 Th 1997, Rencana Tata Ruang
wilayah Nasional meliputi ;

a) tujuan nasional pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pertahanan keamanan;
) pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasional;

) kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan hudi daya dan

kawasan tertentu,

Tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

haruf 3 yaltu :

a) mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b) meningkatkan  keseimbangan dan - keserasian  perkembangan
antarwilayah serta keserasian antarsekior melalui pemanfaatan ruang

kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;

¢} meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara

yanhg dinamis dan memperkuat integrasi nasional;



d) meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya
kerusakan fungsi dan tatanannya. (Pasal 4 PP No. 47 Th 1597)

Selanjutnya dalam Pasat 9 PP No. 47 Th 1997 disebutkan bahwa pola

pemanfaatan fuang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

| kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mellputi :

a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

) KéWasaﬁ perlindungan setempat;
C) kawasan suaka alam;

d) kawasan pelestarian alam;

e) kawasan cagar budaya;
f} kawasan rawan bencana alam;
g) kKawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan periindungan kawasan bawahannya

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) h&ruf a meliputi &
a) kawasan hutan lindung;
b} kawasan bergambut;

¢} kawasan resapan air.
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Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Raruf b meliputi;
a)y sempadai pantai;
b) sempadén sungat;
¢) kawasan sekitar danau/waduk.
d) kawasan sekitar mata air;
e) kawasan terbuka hijau kota termasuk tidalamnya hufan kota.

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

tnedtputi <
a) cagar atam;
B} suaka margasatwa;

Selanjutnya kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi &
a) taman ﬁasianal:;
b} taman hutan raya;
¢} taman wisata alam,

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
tidisk terbagl lagt dalam kawasan yang lebih kecil. Kawasan rawan bencana
slarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf T meliputl antara lain



kKawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, seita
gelombang pasang dan banjir. Kawasan lindung lainnya sebagaimana

| " dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
a) taman bury;

b) cagar biosfir;

¢y kawasan perindungan plasma nutfahy;
d) kawasan pengungsian satwa;

¢} kawasan pantai bechutan bakau.

Di dalam Pasal 11 PP No. 47 Th 1997 disebutkan bahwa Kawasan

budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
a) Kawasan hutan produksi;
D) kawasan hutan rakyat;
¢) kawasan pertanian;
d) kawasan pertambangan;
e) kawasan peruntukan industri;
f} kawasan pariwisata;

g) kawasan permukiman,
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Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi
a) kawasan hutan produkst terbatas;
) kawasan hutan produksi tetap;
¢) kawasan hutan yvang dapat dikonverst.

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
tidak terbagi lagt menjadi kawasan yang lebih kecll. Untuk Kawasan pertanian

sebagaimana dimaksud datam ayat (1) huruf ¢ meliputi
a) kawasan pertanian lahan basah;
by kawasan pefta:n-ia-n- lahat Keting;
¢) kawasan tanaman tahunan/perkebunan,
d) kawasan peternakan;
&) kawasan perikanan,

Bagi Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o meliput bahan-bahan galian yang dibagt atas tiga golongan, yaitu
golongan bahan galian strategis; golongan bahan galian vital; atau golongan
tahan galian yang tidak termnasuk dalam kedua golongan di atas. Sedangkan
untuk kawasan peruntukan industrt sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

ruruf € meliputi tansh vang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan
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rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahy Kabupaten/Kota
yang bersangkutan,

Mengenatl kawasait pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf £ mellputi kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan
untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputl kawasan yang didominast oleh

linrgkungan hunian dengan fungsi utama sebagal tempat tnggal.

Di dalam Pasal 13 PP No. 47 Th 1997 discbutkan bahwa struktur ruang
wilayah nasional sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun

berdasarkan arshan sebagai berikut :
a) arahan pengembangan sistern permukiman nasional;
b) arahan pengembangan jaringan transportasl nasional;
¢} arahan pengembangan energi dan jaringan kelistrilan nasional;
g) arahah pengembangan j-aringén- telekomunikasi nasional; dan
&) arahatt pengembangan prasarana dan sarana air baku nasiona.

Arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 13 huruf a ditakukan metalui pehgembangan pusat-
pusat permukiman sebagat pusat pe%ayaﬁan ekonomi, pusat pelayanan
pemerintahan dan pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan

daerah sekitarnya {Pasal 14 PP No. 47 Th 1%997). Pusat-pusat permukiman
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sepagaimana dimaksud pada ayat (1) maliputi pusat-pusat peﬁwukiman

perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.

Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dikembangkan saling terkait dengén tingkatan fungsi kota sebagai Pusat
Kegiatan Nasional, Pusal Kegiotan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, Pusal-
susat permukiman perdesaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dipiiih
dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat
r:ten-ingkggkan perkembangan desa sekitarnya. Hal inl ditujukan uptuk
melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman

rasyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.
2. Rencana Tata Ruang wiltayah Provinsi inf remuat:
a) arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

by arahan pengeiolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan
kawasan tertentu;
¢) arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian,

pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnys;

d) arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan
perkotaan;

@) arahan pengembangan sistem  prasarana wi!a-yéh yang meliputi
prasarana  ansporiasi, teickomunikesl, energl, pengairan, dan

prasarana pengelolaan lingkungan;
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) arahan pengembangan kawasan yang diptioritaskan;

g) arahan kebijaksanaan tata gune tanah, tata guna alr, tata guna udara,
dan tata guna sumber daya alam lainnva, sertd memperhatikan
keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

a) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatay ruang b wilayah

Provinsi;

b) mewujudkan  keterpaduan,  keterkaitan, dan  keseimbangan
perkembangan antar wilayah Provinsi serta keserasian antar sektor;
¢} pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau

masyarakat;

d) penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan dasar dalam

pengawasan terhadap petizinan lokasi pembangunan.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Provinst adalah 15 tahun.

Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah.

3) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota; berisi:

a) pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

b) pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotasn, dan kawasan

tertentu;



¢) sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan
perkotaan;

d) sistemy prasarana transportast, telekomunikasi, energi, pengairan,

prasarana pengelolaan lingkungan;

€) ﬁeﬁaﬁgunaaﬁ tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan
penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Rencana Tate Ruang wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk:

&) perumusan kebijaksanaan ;::okc;k pemanfaatan ruang & wilayah

Kabupaten/Kota;

by mewujudkan  keterpaduan,  keterkaitan, dan  keseimbangan
perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota serta keserasian antar

sekdor;

¢) penetapan lokasi investast yang dilaksanakan Pemerintah dan atau

masyarakat di Kabupaten/Kota;
d) penyusunan rencana rinct tata ruang di Kabupaten/Kota;

&) pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

pambanguna.

Rencatia Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk

f‘]?-‘iﬁﬁ&fbitaﬁ perizinan lokasi pembangunan. Jangka waktu Rencana Tata Ruang
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wilayah Kabupaten/Kota adalah 10 tahun dan ditetapkan dengan peraturan

gaerah.
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BAB IiI

MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Masalah
Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas maka dapet dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : |
1. Bagaimanakan pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian
ke non pertanian di Kota Yogyakaria sefelah berlakunya Perda Nomor
& Tahun 19942
2. Sanksi-sanksi Hukum apa yang dapat dijetuhkan terhadap perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak berizin ?

&. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan  pengqunaan  tanah
pertanian ke non pertanian di Kota Yogyakarta, setelah berfakunya
Perda Nomor & Tahun 1994
2. untuk mengetahui sanksi hukum yang dapat dijatubkan terhadap
perubahan penggunaan tanah pertanian ke not pertanian yang tidak
berizin.

. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
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1. Pemerintalh Kota Yogyakarta dalam membenkan izin  perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

2. Perkembangan ilmu Hukum, khususnya Hukum Agraria/Pertanahan
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BAB 1V

Metode Penelitian

A, Jenis penelitian

Peneclitian Lapangon; vaitu penclitien yang dilskukan dengan cara
menelitt langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Sumber data

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelition yaitu dengan
mengadakan wawancara secara langsung dengan responden dengan
menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.,

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah dan
peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 16), yaitu:

1} Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

2) Undang-tUndang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang

3) Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Nasional

4} Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1879 tentang Repelita



5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1996 tentang
Pencabutan PMDN Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata
Guna Tanah.

&) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomer 590/ 110/53/ Tahun
1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian

7) Perda Nomar & Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata

Ruang Kota Yogyakaorta Tahun 1994 — 2004

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

). Respounden
Responden dalam penelitian ini adalah:
a. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
¢. Kepala Kantor Pertanian Kota Yogyakarta

d. Kepala Kantor Statistik Kota Yogyakarta

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dar hasil penelitian dianalisis secara kualitatif
yaitu analisis ditakukan memahami dan mengkaii data vang telah
dikcumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai
masalah atau keadaan yang diteliti (Soerjono Sockanto, 1986: 250).
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Untuk menyimpulkan dipergunakan metode berpikir deduktif; yaitu
cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk
kemudian menilai suatu kejadian yang khusus (Sutrisno Hadi, 1993: 42).
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BAB ¥V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian DI Kota Yogyakarta Setelah Beriakunya Perda Nomeor 6
Tahun 1994

Sebagaimana diketahui bahwa Perda Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Rencana HUmum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 — 2004
dimaksudkan untuk:

1. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman, secara
berkelanjutan sesuai dengan Tata Nilai Yogyakarta Berhati Nyaman;

2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan
kawasan budi daya, sehingga:

a) Merﬂarﬁln periindungan tefhadap fungst ruang dan Vmengurangi
akibat yang merugikan bagl semuz warga masyarakat dan atau
Hngkung;n.

b) Mengamin r&eme__:ﬁfaatan sumber daya a&ém Qang berdaya guna dan
berhast guna bagi semua warga masyarakat secara tertib, serasi
dan berkefanjutan. B

€) Metdamin tetindungnya watisan a’tam,' warlsan budya dankegiatan

masyarakat dari dampak penggunaan ruang.
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d) Menjamin terselenggaranya kegiatan kehidupan kota yang lancer,
berdaya géna dan berhasil guna, serta bermutu sesual dengan
Fungsi dan predikat kota. |

e) Menjamin tersedianya kesefﬁpatan- agar warga masyarakat dapat
melakukan kegiatan konstruktif untuk mengembangkan minat dan
bakat sesuai kodratnya.

3. Terciptanya kehidupan social budaya yang menghargai tradisi, perilaku,
dan tatenan yeng bersumber pada nilai-nilal  lubur  Ngayogyokarto
Hadini'ﬁgrat, dengan mempertahankan, meningkatkan atau menciptakan
ruang-tuang kota yang mendukung nilainilal sejarah, budaya maupun
tradiist kehidupan masyarakat Yogyakarta;

?h

Meningkatnya kehidupan social ekonomi serta rneratanya pendapatan
seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi
seluruh sector ekonomi kota, termasuk golonngan ekonomi lemah, metalui
penentuan dan pengarahan ruang-ruarg kota untuk kegunaan keglatan
usaha dan pelayanan terpadu.

Atas dasar hal tersebut maka kegiatan perubahan penggunaan tanah
pattanian k& nonh pertanian capat dilaksanaken, tetapt jika perubahan
fersebut dapat membert nilai yang lebih vang akan dirasakan oleh
masyarakat.

Ketentuatr datam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomer 590/ 110/SY/

Tahun 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian, di mana



)

SE tersebut dittjukan pada seluruh Gubersur di Indonesia menyebutkan

bahwa:

1.

&

&

Melaksanakan Koodinasi antar instansi Pemerintah yang sedapat mungkin

mencegah tevjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke nhon

pertanian sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan produkst
pangan yang telah diusahakan.

Menginstruksikan pada BAPPEDA unfuk melaksanakan inventarisasi

tentang  Status  penggunaan tanah  pertanian ke non  pertanian.

Inventarisast ini didasarkan pada data-dota dari instansi yang berkaitan

dengan masalah tersebut seperti Kantor Pertanahan (Dh Agraria), Dines

Pekerjaan Umum, serta Kantor Pelayanan Pajak (Dh IPEDA) setempat.

Menginsruksikan pada insantiHnstanst terkait untuk melakukan monitoring

atas tanah-tanah produktif dan perubahan penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian, yang melaporkan persemester dan disampaikan kepada

Gubernur ¢g BAPPEDA Provins.

Menerbitkan Peraturan Daerah/PERDA berkaitan dengan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian secara rinch

a) Pengawasan yang ketat alas perubahan penggunaan tanah
pertantan ke non pertanian,

b) Dicegah sedapat mungkin terjadinya pengurangan produkst pangan
karena adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non
pertanian,

¢) Mengimbangl pengurangan tanah pertanian dengan penanganan
usaha ekstensifikasi yang leblh terarah dan sungguh-sungguh
dengan memperhatikan luas areai tanah, kualitas lahan, sarana dan
prasarana pendukung sector pertanian tersebut,

Mengadakan penyuluhan-penyuluhan pada para pemilik dan penggarap

tanah pertanian di di sentra-sentra industri tentang:

a) Pencegahan penuwrunan produkst pangan yang dlakibatkan tanah
pertanian diperjualbelikan, ditelantarkan, dialihkan di bawah tangan,
digadaikan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

3} Penggunaan pupuk insektisida serta penerapan teknologi pertanian
yang dapat digarap para pemilik / penggarap tanah pertanian, di
dalam mengusahokan perbaikan kesuburan tanah dalam rangka
intensifikast partanian.

¢) Pelestarian tonah pertanian dalam rangka catur tertih pertanshan
tanah pertanian serta imbauan lingkungan hidup di daerah pertanian
dapat dijamin kemurniannya.

Memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah penvaluran tenaga keija

pertanian ke non pertanian di dalam hal tanah pertanian dijadikan industri

dan sebagainya.



Untuk selanjutnya Perda yang telah dibuat oleh Gubemur Kepala Daerah
Provinsi akan menginsriuksikan pada Bupati/Walikola untuk membentuk
Panitia Pertimbangan Perubahan ‘fanah Pertanian Ke Non Pertanian di
wikayahnya.

Mengenal pemanfatan lahan di kota vyogyskarta dapat dijelaskan
sebagal berfkut:

1. Peiayanan Primer dan Sekunder untuk perdagangan dan jasa pada ruas
jafan dan penggal jalan Magelang, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto,
Bugisa;s»,‘ RE Martadinata, Kapten Pier Tendean, Sugeng lerani, Menter
Supeno, Veteran, Imogit,Pramuka, Gambiran, Gedong Kuning Perintis
Kemerdekaan, Adl Sucipto, Urlp Sumoharo, Gelayan, Ir Yohannes,

- Diponegoro, C Simanjuntak, dan Blok Sanggrahan.

4. Pelayanan Primer dan Sekunder untuk perkantoran dan jasa pada Jaian

Tentara 'Peiajar, Tentara Rakyat Mataram, KH Ahrnad Dahlan, P Senopati,
Sultan Agung Kusumanegara, IT Harsong, Dr Wahidin dan Dr Sutomo, Ki
Mangun Sarkoro, Juminahan, Bausasran, Gayam, Kenari dan blok Baciro.
Selanjutnya berdasarkan date teraxkhir yang diperoleh dari hasil
peneiitian dapat diketahui bahwa sebagian bessr lahan peranian vang
mengatamid  perubshan penggunaan tanah dar tanah pertanian ke non
pertanien adalah untuk kegiatan pembangunan perumahan. Hal ini diperkuat
rian Gats penggunaan lahan di Kota Yogyakarta sampal dengan tahun 2003
yang menunjukkan bahwa penggunaan han untuk kegiatan perumahan

sudah lebih dard 64 % dard lahan yang ada. Secare ringi mengenai
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penggunaan lahan di kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2003 terlihat
pada table berikut: |

Tabel 1

Penggunaan Lahan Di Kota Yogyskarta

Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)
['Perumahan 2.099 64,59
| Jasa 273 8,35
Perusahaan 264 811
Industri 52 1,61
Pertanian 152 467 |
Tanah Kosong 22 0,69
e . 388 . g
JUMLAH 3.250 100,00

Surnber: BPS Kota Yogyakarta, Th 2003,

Datt tabel df atas dapat diketahui bahwa jenis penggunaan lahan untu
perumahan sudah melampaut setengah dari lahan yang ada yaitu seltas 2000
Ha atau 64,59 %. Hal ini menunjukkan pula bahwa peningkatan luas lahan
untuk perumahan dikuti pula dengan peningkatan kepadatan penduduk.
Selanjutnya lahan untuk jasa dan perusahaan juga menunjukkan jumiah
prosentase yang cukup meninjol. Hal ini disebabkan adanya peningkatan

mobiiitas penduduk di kota Yogyakarte khususnya masyarakal yang
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mempunyat keglatan sehari-hari di luar kegiatan pertanian. Munculnya
beberapa kegiatan ekonomi yang semakin meningkat di kota Yogyakarta juga
twrut andil di dalam perubahan perilaku dari masyarakat agraris ke
masyarakat industri atau modern.

Perubahan kegiatan masyarakat dari sector pertanian ke non
pertanian seperti jasa dan industri ini juga tampak dari dats di atas,
khususnya menyangkut penurunan luas lahan pertanian dalam beberapa
wakiu terakhir, Hal ini dapat diketahui dari tabel ¢ atas yéng mana sector
pertanian tinggal 152 Ha atau 4,67 %. Dengan demikian beberapa waktu ke
cepsn dapat dipstikan bahwa kegiatan di sektor pertanian akan semakin
perkurang, sedangkan kegiatan di sector inclustri dan jasa akan semakin
meningkat, yang tenm saja akan memenukan lahen-tshan pada sector
pertanian untuk diubah bagl keglatan di sektor industx dan jasa.

Untuk menindakianjuti Percla Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana
drum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 - 2.004, maka jika akan
miElakukan perubahan penggunaan tanah dari tanah bertan%an ke non
pertanian menurut Surat Keputusath Walikota Ndner 289/KID/1990 tanggat 2
HopemDer 199{) tiarus dilakuken melalui permotionan untuk mempercleh Izin
parubaharn Penggu-néan Tanah (IPPT) dengan memenul persyaratan sebagai
perkut:

1. Rekomendast dari Dinas Tata Kotaj
2. Aspek penatagunaan anah;

3. Folo copy KTP Pemilik tanah/ yang diberi kuasa;
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4. Tanda Bukt pemilikan tanah {(ash):
5. Surat Kuasa bermeterai (bila dikuasakan};

6. Bukti pelunasan PBB terakhir.

Selanjutnya jika persyaraten fersebut di atas telah dipenuhi, méka
akan dikeluarkan IPPT, di mana setiap pemegang IPPT harus mematuhi
beberapav ketentuan sebagai berikut:

1. IPPT tersebut hanya berlaku bagi orang yang namanya tercantum
dalam IPPT tersebut;

2. Membayar Biaya administrasi pada Kantor Pertanahan;

3. Menggunakan tanah tersebut sesuai dengan IPPT yang telah diberikan;

4. Pemegang IPPT wajib membayar uang pemasukan sebesar 1 % dari
nifai fuas tanah dan harga dasar tanah;

5. Pemegang IPPT diwajibkan memelihara asas LOSS dan ATLAS

Dengan demikian persemjuén atau izin perubahan penggunaan tanah
dari tanah peratanian ke non pertanian int merupakan langkah awal untuk
kegiatan-kegiatan vang memetlukan tanah dan tanah yang tersedia masih
berupa tanah pertanian. Hal int nampak sekal pada saat seseorang akan
rmendinkan suatu bangunan di atas tanah yang mereka miliki dan masih
berupa tansh pertanian, untuk membangunnya diperlukan adanya izin
mendirikan bangunan. Sebelum tan menditikan bangunan tu diperoleh maka
diperiukan adanya izin perubahan penggunaan @nah pertanian ke non
pertanian dari Walikola Yogyakaria.



B. Sanksl-sankst Hukum Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Yang
Tidak Berizin

Di dalam suatu Negara hukum sebagaimana Indoées’ia, pengawasan
terhadap tindakan pemerintah dirmaksudkan agar pemerinteh  dalam
menjalankan aktivitashya sesual dengan noyma-norma hukum sebagal upaya
preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembailikan pada situasi sebelum
terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum sebagai upaya represif.
Pﬁaﬁgawésan tersebut dimaksudkan untud memberikan perlindungan hukum
pada rakyat. ( Ridwan HR, 2003: 232). -

.Di samping melalui pengawasan, maka sarana penegakan hukurn juga
melalui sanksi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-
kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam  peraturan
perundang-undangan tata usaha Negara , manakala aturan-aturan tingkah
laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha Negara, Salah satu instrument
untuk memaksakan tingkah laku wargs ini dengan sanksi, Oleh karena itu
saviksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.
{Phitlipus M. Hadjon, 1993: 245)

Di dalam ketentuan Pasal 107 Perda Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 - 2004, disébutkan

bafwe setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui RUTRK Yogyakarta,



2. Berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian
RUTRK sesuai dengan perauran perundangundangan yang berlaku;

3. Menikmati hasil pelaksanaan RUTRK Yogyakaria;

4. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vahg berlaku atas kerugian sebagai akibat pelaksanaan kegiaten
pémbangunan sesual RUTRK Yogyakarta,

Selanjutnya berkaitan kewaijiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang
diatur dalom Pasal 108 Perda Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rentana Umum
Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 — 2004 yang menyebutkan bahwa
setiap orang berkewajiban untuk:

1. Mentaatt Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarts;

2, Tkut serta memelihara kualitas tata ruang kota.

Berkaitan dengan adanya kewajlban yang harus dipenuhi oleh setiap
orang tersebut di atas, jika terjadi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan
datam Perda Nomatr & Tahun 1994 »;:'éntang Rencana Umum Tata Ruang Kota
Yogyakarta Tahun 1994 — 2004, maka akan dikenai sanksi dengan ancaman
hukuman kurungan selama-tamanya 6 {(enam) butan ata& denda sebanyak-
banyaknya Rp 50.000,- {(Lima puluh ribu rupiah).

Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dalam Perda Nomor 6
Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tate Ruang Kota Yogyakarta Tahun
1994 — 2004 tersebut akan dilakukan oleh Penvidik Pegawal Neger Sipit di

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.



Oleh sebab it datam pefubahaﬁ penggunaan tanah pertanian ke non
certanian i kota yogyakarta bak Wu untuk kegidtan pembangunan
perumahan, jasa, perusahaan maupun industd harus memperoleh izin
perubahan penggunaan tanah terfebih dahulu, Sebab jika izin tersebut belum
diperoleh, maka izin-izin yang lain sepertl izin gangguan, izin mendirikan
bangunan atau izin usaha serta izin lain tidak akan diberikan oleh Pemerintah
Kota Yogyakarta. Afau dengan kata lair bahwa jika seseorang atau suatu
badan usaha memeriukan bidang tanah, dan w@nah yang diperlukan masih
herupa ﬁénah pertanian, maka diperlukan adanya izin perubahan penggunaan

tariah pertaniah ke non pertanian bagi kegiatan selanjutnya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian’ke non pertanian di
Kota Yogyakarta setelah berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 1994 tefap
dapat dileksanakan, tetapi dengan pertimbangan bahwa jike perubghan
tersebut dapat memberl nilal ‘yang lebih yang akan dirasakan oleh
masyarakat. Hal int juga didasarkan pada ketertuan dalam Surat Edavan
Menteri Dalam Negeri Nomer 590/ 110/S)/ Tahun 1984 tentang
Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian, di mana SE tersebut
ditujukan pada seluruh Gubernur di Indonesia.

4. Sanksi-sankst Hukum  yang dapat dijatuhkan terhadap perubahan
penggunaan tanah pertani;an ke non pertanian yang tidak berizin 'adalah
jika tetjadi pelanggaran tethadap berbagat ketentuan datam Perda Nomar
& Tahun 1994 tentang Rencana Umurn Tata Ruang Kota Yogyakatta
Tahutt 1994 — 2004, maka akan dikeruit sankst dengan ancaman hukuman
kurungan selama-lamanya 6 {(enam) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 50.000,- (Lima puluh 'ﬁ'bu rupiat).



B. Sarah-Saran

1.

Perlunya untuk segera melakukan revisi terhadap Perda Nomer 6

Tahun 1994 tentang tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota

Yogyakarta Tahun 1994 — 2004 vang telah berlaku selarma sepuluh

tahun agar dapat menyesuaikan dengan perkermbangan dan kebutihan

“masyarakat.

Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas khususnya dalam
pemberian sankst yang berat Dagl para pibsk yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
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( Kepada :
' Nomor : 590/11108/S3,~ Yth, Semua Gubenur Kepals Daerah
' Sifat : Edaran. ' Tingkat I '

‘chrihal

Perubahan Tanah Pertaniaen di
ke Non Pertanian,
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seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya laporan tentang Studl Perubahan
Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Departemen Pertanian de
ngen Tusat Pengembaengan Agriblanis pada bulan Agustus 1984,
laporan mana mensinyalir terjadinya pcrubahad tanah pertanian
menjadi tanah.non-pertanian terutama di Pulau .lawa, maka saya
mintakan perhatian Saudara untukk aegera

1, Melaksanakan koordinasi antar instansl Pemerintah di wila-
yah Saudara, agar kerja sama ditingkatkan dan sedapat mung
kin mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah pertani
an ke non-pertanian, sehingga tidak mengganggu usaha  pe-
ningkatan produksl pangan yeng telah diusahakan selawa ini

2, Menglnstruksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Dae-
rah ( Bappeda ) untuk meleiisanaxkan inventarisasi yang tell
tl tentang status penggunaan tanah pertanian yang  diubah
menjadi tanah non-pertanian, invch;arisasi mana didasarkan
ates data-data dari instansi vang berkailtan dengan masalah
tersebut, sepertil instansi-instensi Agraria,Pertanian,'Pe-

kerjaan Umum ( Tata Kota dan Tata Daerah ) serta darl kan-
tor Lpeda setcmpat, ' ‘

3. Menginstruksikan ,.,..,...
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3. Menginstruksikan langsung kepada instaﬁsi-instansi terse-

. but pada butir 2 di atas, untuk mengadakan monitoringéwas  ,
tanah pertanian produkcip dan perubahan- perubahannya men~

jadi tanah non~pertanian, monitoring mana dilaporkan per .
triwulan atau semester dan disampaikan kepada Gubenur Ke-

pala Daerah Tingkat 1 c.q, Badan Perencanaan Pembangunan
( Bappeda ) Tingkat I, '

. Wenerbitkan Peraturan Daerah ( Perda ) yang sesuai dan se

jalan dengan Deraturan/"erundangan yang berlaku, yang ber

kaitan dengan penggunaan tanah pertanian ini Perda mana'
berisikan secara terperinci B

a. Pengawasan yang ketat atas perﬁbahan tanah  pertanian
menjadi tanah non-pertanian,

b. D%cegéh sedapat mungkin terjadinya pengurangan produk-~
sl pangan karena adanya perubahan tanah pertanian men-
jadi tanah non-pertanian yang tidak dapat dihindarkan,

c. Mengimbangil pengurangan tanah pertanian dengan penangan
an usaha ekstensifikasi yang lebih terarah dan sungguh
sungguh dengan memperhatikan | luas areal tanah, kuali
tas lahan, sarana dan prasarana yang mendukung sektor
pertanian tersebut.

. Mengadakan penyuluhan-penyuiuhan kepada para pemilik dan

venggarap tanah pertanian di wilayah sentra-sentra produk
8l tentang 1

a., Pencegahan penurunan nroduksi pangan yang diakibatkan:
tanah pertanian diterlantarkan, diperjual-belikan, di-
alihkan di bawah tangan, digadaikan dan perbuatan-per-
buatan yang tidak beGCngghng jawab,

b, Penggunaan pupuk, insektisida serta penerapan teknolo-
gl pertanién yang mudah disexap para pemilik/penggarap
tanah vertanian, di dalam mengusahakan perbaikan kesu- '
buran tanah dalam rangka intensifikasi pertanian,

c. Pelestarian tanah pertanian dalam rangka catur terti?
pertanahan serta himbauan agar lingkungan hidup di dae
vah pertanian ini dapat dijamin kemurniannya.

6, Memikirkan ... ........
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laa-jelas mempengaruht nroduksi pangan

. dara sepenuhnya.
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Di dalam hal terjadinya perubahan tanah pettanian men-"
3adi tanah'nonnpertanian yang tidak dapat dielakkan dan’ Je-

_gera‘mengambil langkah-langkah kébijaksannan untuw dapa me~‘
ngatasinya serta segera melaporkannya knpada saya./,

Demikian untuk dimaklumi serta mcndapat perhatiu

kiranya Saudara se~
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